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Bshwa scbagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan
didirikan satuan pendidikan baru:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedonian, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah,

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
Peraturan Pemerintsh Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Buton Utara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
dasar dan menengah;

-Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional

~ Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).







